
 

 
 
 
 

BUPATI NGANJUK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 15 TAHUN 2016 

TENTANG 
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT 

DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NGANJUK, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan 

meningkatkan transparansi serta peningkatan disiplin Pegawai 

Negeri Sipil dalam melaksanakan perjalanan dinas bagi 

pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 

Nganjuk, maka perlu mengatur  Pedoman Perjalanan Dinas 

Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang 

Penyelenggara  Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 



 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5679);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Paraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4593); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 01); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 

Nomor 02); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03); 

 



 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 06); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN 
DINAS BAGI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

3. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. 

5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua 
DPRD dan Kepala SKPD. 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnyadisingkat Kepala SKPD adalah pimpinan dari 

satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk selaku pengguna anggaran yang diangkat dengan 

keputusan pejabat yang berwenang. 

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. 

 



 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas 

yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Nganjuk 

untukkepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang 

Berwenang. 

13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang 
dilakukan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Nganjuk 

untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang 

Berwenang. 

14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang 
dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk 

kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang. 

15. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah, Wakil 

Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris 

Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan 

Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk. 

16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah 
adalah Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka 

melaksanakan tugas dan ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang.  

17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut 
SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan 
perjalanan dinas. 

18. Pelaksana SPPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah  yang melaksanakan Perjalanan Dinas. 

19. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan 
kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak 
Tetap sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan 
dinas yang besarannya sesuai dengan standar biaya 
perjalanan dinas. 

20. Biaya riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai 
dengan bukti pengeluaran yang sah.  

 

BAB II 
PERSETUJUAN PERINTAH PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 

Pegawai ASN sebagai pejabat Eselon II maupun Kepala Kantor 

di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan 

perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan 

dari Sekretaris Daerah. 

 

 

 

 



 

BAB III 
PELAPORAN PERJALANAN DINAS  

Pasal 3 

(1) Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib 
menyampaikan laporan hasil Perjalanan Dinas.  

(2) Pelaporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar 
daerah sebagai berikut:  

a. Surat Perintah Tugas;  

b. SPPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;  

c. Laporan perjalanan dinas; dan  

d. Bukti biaya riil untuk biaya transportasi dan/atau 
penginapan serta foto kegiatan 

 
BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

 
  Ditetapkan di Nganjuk 
  pada tanggal 10 Mei 2016 
 
  BUPATI NGANJUK, 

 
ttd 
 

TAUFIQURRAHMAN 
Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal  10 Mei 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK  

 ttd 
Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19580810 198203 1 027 

        
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
ttd 
 

ELLY HERNATIAS, SH, MM 
Pembina Tk.I 
NIP 19661107 199403 1 005 

 


